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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga 

merugikan konsumen, antara lain yaitu produk rusak ( Defect On 

Arrival ) setelah diterima oleh konsumen, spesifikasi ataupun 

kelengkapan produk tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, 

penerimaan produk oleh konsumen yang melewati batas waktu 

pengiriman yang dijanjikan, serta pelaku usaha tidak memberikan 

produk yang sesuai dengan kondisi barang yang diiklankan. Semua 

jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sangat 

merugikan konsumen sehingga pelaku usaha wajib bertanggungjawab 

terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan cara memberikan 

ganti rugi. 

2. Pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik dengan konsumen 

melalui halaman website yang melakukan kontrak online telah 

memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan produk 

dan/atau mengembalikan dana apabila konsumen merasa haknya 

dilanggar. Dilihat dari prespektif pelaku usaha, pemberian ganti rugi 

berupa pengembalian produk, pengembalian uang dan voucher 

merupakan bentuk pertanggunjawaban nyata akibat tindakan 

wanprestasinya kepada konsumen. Dengan diberikannya fasilitas-

fasilitas tersebut, pelaku usaha telah beritikad baik dan 
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bertanggungjawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukan melalui 

penyelenggaraan sistem elektroniknya. Tanggung jawab hukum atas 

produk (product liability) dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian 

(no privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen 

(misalnya antara  konsumen dengan supplier), didasarkan pada product 

liability atau pertanggungjawaban produk. Sedangkan tanggungjawab 

provider (penyedia jasa layanan) tergantung dari perjanjian antara 

merchant dan provider. Namun atas kerugian yang disebabkan 

provider, dapat diajukan tuntutan ke pengadilan. Pelaku usaha telah 

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya, meskipun ganti rugi yang diberikan masih 

sangat terbatas dan menguntungkan pelaku usaha sendiri. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah Indonesia agar membentuk aturan hukum yang dapat 

membuat pelaku usaha melaksanakan aturan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah dengan inisiatif sendiri, misalnya memberikan reward bagi 

pelaku usaha yang tidak melakukan wanprestasi terhadap konsumennya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya aduan dari konsumen 

kepada pelaku usaha tersebut selama kurun waktu satu tahun. 

2. Bagi konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jual 

beli secara online dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian. 

Selain itu juga memberikan pemahaman bahwa apabila konsumen 
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mengalami kerugian, pemerintah secara spesifik melalui Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan 

perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Perlu 

dipastikan mengenai kebsahan website pelaku usaha dalam melakukan 

kontrak online Indonesia. 

3. Bagi pelaku usaha yang melakukan kontrak online Indonesia agar dalam 

melakukan transaksi dengan konsumen memiliki itikad baik dan tidak 

melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang 

berlebih. Apabila pelaku usaha melakukan tindakan wanprestasi dan 

merugikan konsumen, dapat berdampak pada kepercayaan konsumen 

yang tentunya mempengaruhi keberhasilan usaha dari pelaku usaha itu 

sendiri. 
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